PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat - KH. Abdul Halim No_ 233 Telp Fax. (0233) 2810897
Majalenska - ;":n-l]*-‘.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGHA
NOMOR 122 TAHUN 2018
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN HANAK-HKANAK (TK ) AL-FIRDAUS
KELURAHAN CICURUG KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAEUPATEN MAJALENGKA

Menimbang @ a  bzhwa memperhatikan sural Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) AL-FIRDAUS
Kelurahan Cicureg Kecamatan Majalengka Mzbupaten Majalengka Nomor
UTTHAF X218 tanggal 18 Januan 2018 perihal Permochonan izin
Operagional, surat Rekomendasi Kepsls UPTD Pendidikan  Kecamatan
Majalengka MNomor 4001043 UPTD Pend/2018 tanggal 22 Januar 2018 dan
berdasarkan hesil verifikas! Administrasi oleh Tim Verifikasi Penyelenagaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a seria sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 fentang Sistem Pendidikan
Masional, dipu"lljﬂ"lg peru diterbitkan izin penyelengaarasn Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD} Taman Kanak-Kanak {TK) AL-FIRDAUS Kefurahan Cicurug
Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalangka yana ditstapkan dengan
keputuzan Kepsla Dinas Pendidikan Kabupalen Majalenaka.
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Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 feniang Pembentukan Daerah-Daerah
®abupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barst (Berta Negara Republik
Indonesia Tzhun 1450), sebagaimanz felah diubah dengan Undang-Undang
Momar 4 Tahun 1968 fentang Pembenfukan Kabupsten Purwakarta dan
Wabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Fembentukan Daerah-Dasrah Kabupaten Oalam Lingkunaan Provinsi
Jawa Baral (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1988 Momor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Mamar 20 Tanun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Masional
{Lembaran Megara Republik Indonesta Tahun 2003 Womor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang MNomor 23 Tahum 2014 fentang Pemerinizhan Dagrah
(Lembaran Megara Republik Indonesiz Tahun 2014 Momor 157, Tambahan
Lambaran Megara Republik indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2015 fentang
Perubghan Kedua aias Undang-Undang Momor 23 Tahun 2074 lenlang
Famarintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonaesia Tahun 2015 Momar
58, Tambahan Lembaran Magars Republk Indonesia Nomar 5679




10.

1,

12,

Persturan  Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 jendsng Standsr Masions
Pendidikan (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor
41 Tambahan Lembaran MNegara Repubik  Inoonesia  Nomor 4405
sebagaimana telah diubsh beberapa kall terskhir gengan Peraturan Pemerintzh
Momor 13 Tahun 2015 teniang Perubahan Hadua alas Perafuran Pemeniniah
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Stendar Nasional Pendidikan (Lembaran Negsrs
Republik tndonesia Tahun 2015 MNomor 45, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 5570);

Paraiuran Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 Tentamg Pembagian Unssan
Pemesinlah anlara Pemerntah, Pemeanntzh- Daereh-Frovinzi dan Pemerninlah
Kabupalenota  (Lembaran Megara Republk Indonesiz Tahun 2007
Momar 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemenntah Momor 41 Tahun 2007 Tentang Organiszsi Perangkat
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Megars Republik Indonasia Nomor 4750),

Peraturan Pemerntah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 2%, Tambahan
Lembaran Megara Republik indonesia Nomar 4864);

Peraturan Pemerinizh Nomor 17 Tahun 2010 ienfang Pengeloizan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republk Indonssiz Tzhun
2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Komar 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Womor 65 Tahun
2010 tentang Perubshan atas Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelofaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negars
Repubtik indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negers'
Republik Indonesia Nomor 5157)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republk Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirizn Szluan Pendidikan Nonformal (Benta Negars
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 877); sebagaimana tsiah diubah dengan
Peraturan Nenter Pendidikan dan Kebudayaan Repubis Indoneszia Momor 84
Tahun 2014 lentang Pendinan Saluan Pendidikan Anak Usia Lhni [Berta
Negara Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor 127%)

Peraturan Menten Pandidikan Masional Repubfik Indonesia Momor 137 Tahun
2014 Tentang Stzndar Nasional Pendidikan Angk Usiz Dini;

Peraiuran Daerah Habupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan FPemenniah Dasrah Kabupaten Majalengka (Lembaran  Daseah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Momor 2, Tambahan Lembzran Daerah
Mamar 1),

Perafuran Dasrah Kabupsten Mzjslengka Momor- 8 Tahun- 2011 tentang
Perubahan Aftas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
200% fentang Organisasi Perangkal Dasrah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Momor 8) sebzgaimana telah
dicbah dengan Paraiuran Daerah Kabupaten Majalengka Nomar 14 Tahun
2016 tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkal Dasran Kabupaten
Majalangks;




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan |

Yih. Bupati Majalangka;

MEMUTUSKAN

Memberikan |zin Penyelenggaraan Pendidikan Anzk Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak [TK] AL-FIRDAUS HKelurahan Cicurug Kecamatan Majslengks
tabupaten Majalengka dengan kelenfuan sebaga berkut

1. Mantasti Peraturan Perundang-Undangan yang-bardaku,-

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Selajar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikuli pelunjuk dan Paraturan yang beraku.

3. Penyalenggara berkewajiben  menyampaikan laporan  terfuls  mengena:
perkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala Dinzs  Pendidikan
Kebupalen Maslengha;

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarathelancerzn berdiinga
Lembaga Pendidikan Ansk Usizn Dini (FAUD) termaksud Tenaga Fendidik
mgnjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara,

lzi sabagaimana dimaksud dalam Qikfum KESATU beraku selama memenuh
ketantuan dan dievaluasi sefiap fahun, apabila leradi pelanggaran feshadap
ketenluan-kelentuan  pelaksanaan penyelengarazn Taman Kanak-Kanskx [TK)
tersebul, maka izin penyalanggaraan Taman Kanak-Kanak [TH) akan dicabul.

Dengan berdakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Nomar 227 TAHUN 2045 tangoal 24 April 2015 dicabut dan
dinyatzkan fidak bedaku, ]

Kepulusan in berdaku sejak fanggal ditefapkan dengan kelentuan apabila
dikemudian har ferdapat kekeliruan dan atau kesalahan didslzmnyz skan diadakan
peroaikan atau perubzhan sebagaimana masiinya.

Ditatapkan di Majalengka H
Pada Tanggal 3! ]t cadly
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2. Yih, Direkiur Pembinaan PAUD Diien PAUD dag DIKMAS Kemendikbud di Jakarta,
a. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provingt Jawa Bzral di Bandung,

4. ¥th. Kepala UPTD Pardidikan Kecamatan Majalengke di Majalangka



